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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia secara normatif 

menyebutkan bahwasanya Negara Indonesia merupakan negara yang 

berlandaskan atas hukum, hal tersebut dengan jelas diatur sebagaimana 

ketentuan Pasal 1 ayat (3).1 Sebagai negara hukum tentunya setiap sikap 

tindak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat harus 

memperhatikan dan mengacu pada peraturan hukum yang tengah berlaku,2 

dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya norma serta aturan menjadi 

suatu landasan bagi setiap warga negara dalam melakukan setiap 

perbuatan.  

Adanya hukum sebagai pengaturan dan norma dalam kehidupan 

bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dari tujuan dibuatnya hukum yakni 

untuk mengatur setiap sikap tindak dari setiap individu masyarakat agar 

setiap perbuatan berkesesuaian dengan hukum, sehingga dapat mencegah 

terjadinya kejahatan dan menciptakan suatu ketertiban umum dalam setiap 

bidang kehidupan. 

 
1 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3) 
2  Salman Alfarisi dan Muhammad Saiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum Dan 

Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, 
Nomor 2, 2019, hlm. 1. Diakses dari https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27, 
diakses tanggal 02 September 2023. Pukul 15.17. 

 

https://rechten.nusaputra.ac.id/article/download/37/27
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Salah satu bentuk pengaturan hukum yang berlaku dalam 

kehidupan bermasyarakat yakni hukum pidana yang menjadi sarana 

perlindungan dan penegakan hukum terkait suatu kejahatan maupun 

pelanggaran terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat, 

dimana hukum pidana juga mengatur terkait ancaman sanksi agar setiap 

perbuatan masyarakat selalu berkesesuaian dengan pengaturan hukum 

pidana.3 Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu permasalahan yang 

terjadi dalam lingkup hukum pidana yang banyak mendapat perhatian 

dimana dewasa ini bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam hal ini tindak 

pidana semakin berkembang dan bertambah dengan berbagai bentuk 

kerugian yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat.  

Dalam perkembangannya berbagai bentuk kejahatan telah 

mengalami perubahan mulai dari bentuk maupun teknik serta prakteknya, 

dimana baik kejahatan maupun pelanggaran sangat berkaitan erat dengan 

kehidupan masyarakat, adapun berbagai bentuk kejahatan yang kerap kali 

terjadi di masyarakat sebagai salah satu contoh yakni kejahatan dalam hal 

kekayaan yakni harta benda yang didefinisikan sebagai suatu bentuk 

penyerangan terkait kepentingan hukum oleh seseorang terhadap benda 

yang merupakan kepunyaan orang lain.4 Adapun bentuk kejahatan dalam 

hal kekayaan yakni harta benda banyak terjadi di masyarakat dengan 

membawa kerugian secara materi terhadap korban yakni tindak pidana 
 

3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 
hlm. 67. 

4 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang  Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan 
Terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 72. 
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penggelapan yang dapat diartikan dalam perbuatan seseorang yang 

menyelewengkan serta menyembunyikan barang yang merupakan hak 

milik orang lain yang telah dipercayakan kepadanya dan bukan karena 

kejahatan tetapi dengan maksud ingin memiliki, menguasai, dan 

menggunakan barang tersebut tanpa izin dan sepengetahuan orang yang 

mempunyai barang tersebut. 5  Adapun pengaturan terkait tindak pidana 

penggelapan dimuat pada Buku ke-II Kitab KUHAP, dalam BAB XXIV 

terdapat beberapa pasal yakni 372-377 KUHP.  

Dalam KUHP tidak dimuat secara rinci terkait pengertian dari 

tindak pidana penggelapan, namun dalam prakteknya dapat dikatakan 

tindak pidana penggelapan kerap kali terjadi dikarenakan penyalahgunaan 

kepercayaan yang dilakukan seseorangan terhadap suatu barang sehingga 

menimbulkan suatu kerugian bagi pemilik barang tersebut. Terdapat 

berbagai jenis tindak pidana penggelapan yang termuat pada hukum 

pidana materiil beserta dengan ancaman sanksinya yang dimuat pada 

ketentuan Pasal 372 KUHP. 

Mengacu pada hukum pidana materiil berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 373-376 KUHP bahwa dikenal pula berbagai macam bentuk 

penggelapan yang berupa tindak pidana penggelapan ringan, penggelapan 

dengan pemberatan, penggelapan dalam keluarga. 

 
5  Jamhir dan Mustika Alhamra, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif 

Ditinjau Menurut Hukum Islam, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, Vol. 8, 
Nomor 1, 2019, hlm. 81. Diakses dari https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6441, diakses 
tanggal 02 September 2023. Pukul 15.36. 
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Pada hukum pidana formil, diketahui bahwasanya pengadilan 

memiliki peranan penting dalam proses menegakkan keadilan yang dalam 

kewenangannya untuk menyelesaikan suatu perkara terkait kejahatan 

ataupun pelanggaran dengan akhir penjatuhan putusan (vonis) oleh 

hakim. 6 Hakim sebagai penegak hukum merupakan ujung tombak dari 

tercapainya tujuan hukum yakni dengan memberikan putusan yang adil 

melalui pertimbangannya dengan mengacu terhadap hal-hal yang 

terungkap selama persidangan. Dalam menjatuhkan suatu putusan 

tentunya hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum,7 oleh 

karenanya hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu pidana 

yang tidak berkesesuaian daripada yang telah didakwakan oleh penuntut 

umum, serta dijatuhkannya suatu sanksi dapat dilaksanakan pada kondisi 

pelaku dengan terbuktinya perbuatan yang memenuhi unsur dari suatu 

tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku telah terdapat 

pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal tersebut 

berkaitan dengan diberlakukannya suatu asas yakni asas legalitas yang 

dimuat pada pengaturan KUHP dalam Pasal 1 ayat (1).8 

Disamping memandang adanya kedudukan asas legalitas dalam 

putusan yang dijatuhkan, hakim juga memiliki suatu kebebasan dalam  

menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yakni tanpa adanya suatu 

 
6 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu 

Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 8. 
7 Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 

2013), hlm. 2. 
8 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 1 

Tahun 1946, LN No.127 Tahun 1958, TLN No.1660. Pasal 1 ayat (1).  
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intervensi maupun pengaruh dari semua pihak serta dalam jenis apapun 

sehingga putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. 

Kebebasan hakim saat mengadili dan memutus suatu perkara pada 

dasarnya memiliki tujuan, yakni mengadili dan memutus suatu perkara 

dengan kebebasan bagi hakim dengan harapan pengadilan dapat 

melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik, dengan demikian 

penjatuhan putusan dapat memuat aspek kebenaran, keadilan dan 

kejujuran sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan yang 

menjadi tujuan dari hukum dapat tercapai.9 

Mengacu pada pengaturan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dipahami 

bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara pidana 

dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis putusan, salah satunya adalah putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) yang 

dalam prakteknya dapat dijatuhkan terhadap perkara dengan fakta 

terbuktinya suatu perbuatan dari terdakwa dengan mengacu pada alat bukti 

yang cukup, tetapi perbuatan tersebut dipandang hakim sebagai perbuatan 

yang bukanlah suatu tindak pidana. 10  Yahya Harahap berpendapat, 11 

bahwasanya putusan lepas didasari oleh terbuktinya perbuatan terdakwa 

terhadap pasal yang didakwakan penuntutan umum berdasarkan 

 
9 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta : 

Kencana, 2008), hlm. 34. 
10 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2011), 

hlm. 9. 
11 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika. 
2012), hlm. 352. 
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pembuktian di persidangan, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak 

pidana namun perbuatan tersebut adalah bagian dari hukum perdata 

maupun hukum adat.12 Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana diketahui pada dasarnya putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum dapat dijatuhkan yakni mengacu 

terhadap pendapat pengadilan mengenai terbuktinya perbuatan yang telah 

didakwakan terhadap pelaku tetapi tidak merupakan tindak pidana. 13 

Mengacu pada ketentuan yang termuat di Pasal 191 ayat (2) KUHAP 

diketahui bahwasanya hakim diharuskan untuk teliti serta cermat untuk 

mengamati uraian pandangan Penuntut Umum terkait kesalahan dalam 

perbuatan terdakwa, dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, serta alat 

bukti yang dihadapkan di persidangan, hingga pembelaan terdakwa oleh 

Penasihat Hukum beserta alat bukti dari pihak terdakwa atau Penasihat 

Hukumnya, dengan demikian hakim dapat mempertimbangkan segala 

bentuk alasan-alasan yang berdasarkan fakta dalam persidangan sebelum 

putusan lepas dijatuhkan, sehingga pertimbangan hakim benar-benar 

meyakinkan berdasarkan atas hukum.14  

 
12 Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu 

Widyantara, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag 
Van Alle Rechtvervolging), Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2020, hlm. 244. Diakses 
dari https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum, diakses tanggal 31 Agustus 
2023. Pukul 08.07. 

13 Indonesia, Undang - Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 
Tahun 1981, TLN No. 3209. Pasal 191 ayat (2) 
14 Andre G. Mawey, Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala 

Tuntutan Hukum, Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 5, Nomor 2, 2016, 
hlm. 4. Diakses dari https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120 , diakses 
tanggal 21 Agustus 2023. Pukul 05.30. 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120
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Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle 

Rechtvervolging) didasarkan pertimbangan  hakim secara yuridis, subjektif 

dan sosiologis yang dapat pula dilandasi oleh penilaian terkait terbuktinya 

unsur dari pasal yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa namun 

dalam pertimbangannya hakim tidak meyakini hal tersebut sebagai tindak 

pidana, dengan demikian pembuktian yang menyatakan perbuatan 

terdakwa terbukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana 

karena suatu keadaan tertentu, sehingga terdakwa dapat diputus lepas dari 

segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging).15 

Berdasarkan identifikasi perkara pidana yang menjadi objek 

penelitian, penulis menemukan kasus tindak pidana penggelapan yang 

diadili dalam proses peradilan, dimana putusan lepas yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim terhadap terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA JAYA 

dalam perkara penggelapan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri 

Kupang yang menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa 

diterima dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi 

hukum berdasarkan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg sehingga 

pada amarnya terdakwa dibebaskan dari tahanan kota. Adapun kasus 

tersebut dibuka kembali atas keberatan Penuntut Umum yang diterima 

oleh Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Putusan Majelis Hakim 

Tingkat Banding Nomor 1/PID/PLW/2021/PT KPG sehingga kasus tindak 
 

15 Denis Kurniawan Santoso, Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara 
Penipuan Secara Berlanjut, Jurnal Verstek Vol. 8 Nomor 1, 2020, hlm. 85 Diakses dari  
https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39613/26044 , diakses tanggal 19 Agustus 2023. 
Pukul 10.07. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120
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pidana penggelapan oleh terdakwa DESY CAROLINA CHANDRA 

JAYA dibuka, diperiksa dan diadili kembali oleh Pengadilan Negeri 

Kupang.16 

Adapun sebagaimana dakwaan penuntut umum bahwa kasus 

penggelapan yang dialami Hasan Hengky Go sebagai saksi korban yang 

dengan kerugian sebesar Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas 

ribu rupiah), dikarenakan terdakwa tidak mengembalikan 2 (dua) lebar 

pintu, 1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah 

hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela 

milik saksi Hengky Go dalam urusan pembangunan rumah milik terdakwa 

yang sebelumnya dikerjakan oleh saksi korban. 

Dalam perkara a quo, putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

(Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dijatuhkan majelis hakim dengan 

mempertimbangkan bahwasanya terdapat kesepakatan antara terdakwa 

dengan saksi korban yakni berupa kontrak kerja pembangunan renovasi 

rumah terdakwa dengan saksi korban sebagai pemborong pelaksanaan 

pekerjaan renovasi rumah milik terdakwa, dan atas dasar kontrak kerja 

tersebut saksi korban memberikan bahan material berupa 2 (dua) lebar 

pintu, 1 (satu) buah kinci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah 

hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela 

sebagai bahan material renovasi rumah milik terdakwa, namun di tengah 

 
16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kupang 

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN. Kpg. 
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kesepakatan tersebut terdakwa secara sepihak memutus kontrak kerja, 

sehingga saksi korban meminta bahan material berupa 2 (dua) lebar pintu, 

1 (satu) buah kunci pintu, 3 (tiga) buah hengsel pintu, 2 (dua) buah 

hengsel jendela, 1 (satu) buah jendela, dan 1 (satu) buah kusen jendela 

yang belum dibayarkan terdakwa untuk dikembalikan, namun terdakwa 

yang telah dihubungi oleh saksi korban tidak merespon permintaan 

tersebut.17 

Adapun dalam pertimbangannya hakim berpandangan bahwa 

perbuatan terdakwa memang terbukti sebagaimana apa yang didakwakan 

Penuntut Umum, namun perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan 

suatu tindak pidana tetapi peristiwa hukum perdata berupa sengketa 

wanprestasi, yakni terdakwa telah keliru dalam memenuhi prestasinya atau 

tidak sempurnanya pemenuhan prestasi oleh terdakwa sehingga perbuatan 

terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi yang merupakan 

bagian dari hukum keperdataan, sehingga terdakwa harus diputus lepas 

dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik 

untuk  menganalisis bagaimana bentuk pertimbangan hakim terhadap 

putusan lepas dari segala  hukum (Onstlag Alle Rechtvervolging) yang 

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, apakah putusan 

hakim dalam putusan tersebut telah tepat dan telah berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan dan bagaimana implikasi dari putusan lepas dari 

 
17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Kupang 

Putusan Nomor : 55/Pid.B/2021/PN. Kpg. 
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segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) dalam suatu 

perkara pidana dan terhadap putusan tersebut. 

Mengacu pada latar belakang tersebut, dengan demikian penulis 

memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai 

berikut: “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Lepas 

Dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Material Bangunan 

(Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Kpg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, adapun rumusan 

masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini 

yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) pada 

Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg? 

2. Bagaimana implikasi putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

(Onstlag Van Alle Rechtvervolging) terhadap Putusan Nomor 

55/Pid.B/2021/PN Kpg? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yakni sebagai 

berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van 

Alle Rechtvervolging) pada Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan lepas dari 

segala tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) terhadap 

Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat pelbagai manfaat penelitian 

yang dapat berupa manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, 

yang diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penulis mengharapkan agar secara teoritis penelitian akan 

memberikan ilmu yang mendukung pengetahuan mengenai 

penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim 

yang didasarkan atas pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak 

pidana penggelapan.  

b.  Penulis mengharapkan penelitian ini dapat pula dijadikan sumber 

rujukan dan acuan dalam penulisan karya tulis dengan tema terkait. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap bahwa hasil penulisan skripsi secara praktis 

diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan wawasan terhadap 

berbagai pihak, diantaranya aparat penegak hukum dan masyarakat 
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dengan memberikan informasi, pengetahuan dan masukan mengenai 

upaya meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam 

melakukan usaha-usaha preventif maupun represif terhadap salah satu 

kejahatan dalam hal harta benda yakni berupa penggelapan sebagai 

suatu tindak pidana. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Mengacu pada pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam 

penelitian ini, penulis melimitasi bentuk kajian yakni terkait pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

(Onstlag Van Alle Rechtvervolging) terhadap pelaku tindak pidana 

penggelapan material bangunan dalam Putusan Nomor 

55/Pid.B/2021/PN.Kpg serta implikasi putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) terhadap Putusan Nomor 

55/Pid.B/2021/PN.Kpg. 

F. Kerangka Teori 

Dalam penelitian ini pelbagai teori akan digunakan penulis sebagai 

konsep dari rencana dalam penulisan skripsi yang  kaitannya dengan 

penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek penelitian dengan 

berdasarkan hasil daripada penelitian yang dilakukan. 18  Teori yang 

digunakan merupakan terori yang memiliki kaitan dengan permasalahan  

 
18 Buchari Lapau. Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis 

Dan Disertasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm 32. 
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yang menjadi pokok bahasan, sehingga hasil dari penelitian yang 

diharapkan dapat diperoleh.  

1. Teori Kepastian Hukum 

Sudikno Mertukusumo berpendapat sebagaimana dikutip oleh 

Zainal Asikin bahwasanya kepastian hukum dapat dimaknai sebagai 

suatu bentuk garansi bahwasanya hukum wajib ditaati secara sebenar-

benarnya, dimana kepastian hukum itu mengakomodir suatu bentuk 

pengaturan hukum yang pengaturannya tercantum dalam suatu 

undang-undang oleh pihak yang memiliki wewenang dan berwibawa, 

dengan demikian di dalam peraturan tersebut mengandung unsur 

yuridis yang memberikan jaminan terhadap kepastian terkait fungsi 

hukum terhadap kedudukannya sebagai aturan yang wajib 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 19 Adanya kepastian hukum 

sebagai suatu jaminan terhadap suatu perilaku dari setiap individu 

manusia harus berpegang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. 

Satjipto Rahardjo mengutip pandangan Gustav Radbruch 

bahwa kepastian hukum didasari oleh pemberlakuan hukum yang 

mengatur berbagai kepentingan dari manusia di dalam masyarakat 

sehingga wajib untuk menaatinya walaupun hukum tersebut dianggap 

 
19 Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hlm. 

12. 
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memiliki kekurangan dalam segi keadilan. 20  Pandangan Gustav 

Radbruch terkait kepastian hukum tersebut, yakni dilandasi oleh 

perspektifnya terhadap kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch 

juga berpendapat bahwasanya kepastian hukum merupakan suatu 

produk hukum yang terkandung dalam perundang-undangan.21 

Adapun teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar 

analisis dalam penulisan skripsi ini, dimana salah satu pokok bahasan 

yang akan diuraikan dalam skripsi ini mengenai penerapan hukum oleh 

hakim serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dari 

segala tuntutan (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) terhadap Putusan 

Nomor 55/Pid.B/PN. Kpg, apakah telah berkesesuaian dengan undang-

undang dan telah memenuhi kepastian hukum.  

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Roeslan Saleh berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan 

pertanggungjawaban pidana adalah suatu penentu dilanjutkannya suatu 

celaan yang terkandung dalam suatu perbuatan yakni tindak pidana 

dimana telah dipenuhinya kriteria pemidanaan terhadap perbuatan 

tersebut secara subjektif.22 Terdapat berbagai pemenuhan aspek agar 

dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku 

tindak pidana yakni adanya perbuatan pidana, unsur kesalahan, 

 
20 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19. 
21 Ibid., hlm. 20. 
22 Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban 

Pidana Perkembangan dan Penerapan, (Jakarta : PT Rajawali Press, 2015), hlm. 21. 
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terdapat pembuat yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan 

alasan pemaaf tidak ditemukan pada diri pembuat, dengan unsur 

kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana. 

 Asas hukum yakni asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (geen 

straf zonder schuld beginsel) adalah dasar pertanggungjawaban pidana 

yang didasari oleh kesalahan pelaku (liability based on fault), serta 

tidak serta merta didasari atas terpenuhinya semua unsur dalam suatu 

tindak pidana. Adapun kesalahan merupakan suatu faktor fundamental 

maupun mental dalam pertanggungjawaban pidana. 23  Penjatuhan 

pidana terhadap seseorang tidak hanya didasari oleh perbuatan yang 

dilakukan terdakwa telah terbukti bertentangan dengan Undang-

Undang, tetapi masih perlu dipenuhinya suatu syarat bahwasanya 

pelaku perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan (subjective 

guild).24  

Terpenuhinya berbagai aspek guna dapat menjadi dasar 

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, yakni : 

a. Terdapat suatu tindak pidana, dalam hal ini perbuatan menjadi 

unsur utama dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana, 

yakni perbuatan tersebut harus diatur dalam suatu ketentuan 

 
23 Chairul Huda, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan 
Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta : Prenada Media, 2008), hlm. 35. 
24 Chairul Huda, Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 

jawab Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta : Kencana, 2006),  hlm. 68. 
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perundang-undangan sebagai tindak pidana sebagaimana 

didasarkan pada asas legalitas,25 

b. Unsur kesalahan, dimana hal tersebut didasarkan atas kaitan batin 

antara suatu perbuatan dan pelaku yakni berupa kesengajaan 

(dolus) ataupun kealpaan (culpa),26 

c. Terdapat kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku dan 

tidak ada alasan penghapus kesalahan ataupun alasan pemaaf.27 

Adapun teori pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai 

dasar analisis dalam skripsi ini, yakni karena skripsi ini mengkaji 

terkait pemenuhan unsur kesalahan pelaku terhadap perbuatan pidana 

yakni penggelapan yang dilakukan yang berkaitan dengan putusan 

lepas dari segala tuntuntan hukum (Onstlag Van Alle Rechtvervolging) 

yang dijatuhkan oleh majelis hakim. 

3. Teori Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  

Peranan seorang hakim dalam proses penegakan hukum dapat 

dikatakan sangatlah penting, yakni hakim merupakan satu-satunya 

pihak yang memiliki kewenangan dalam upaya penegakan hukum 

melalui proses peradilan di pengadilan dengan memutus perkara yang 

diadilimya melalui sebuah putusan baik dengan putusan penjatuhan 

pidana, putusan yang membebaskan terdakwa, maupun lepas dari 

 
25 Moeljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Renika Cipta, 2008), hlm. 25. 
26 Frans Maramis, Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta : 

RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 85. 
27 Ibid., hlm. 88. 
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segala tuntutan hukum dengan mengacu terhadap hukum, norma serta 

ketentuan-ketentuan yang termuat pada Undang-Undang.  

Adapun mengenai kedudukan dan kewenangan hakim dalam 

menegakan hukum dan keadilan telah diatur dalam pengaturan Pasal 

28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 28 Putusan hakim 

merupakan puncak dari proses peradilan terhadap suatu perkara yang 

tengah diperiksa serta diadili oleh hakim. Adapun putusan hakim 

tersebut dapat berupa keputusan terkait peristiwa pidana, hukuman 

berupa suatu sanksi maupun penjatuhan pidana terhadap pelaku yang 

memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, yang didasarkan pula 

pada pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. 

Menurut Mackenzie berdasarkan kutipan oleh Ahmad Rifai, pelbagai 

bentuk teori yang diterapkan hakim sebagai landasan pertimbangan 

dijatuhkannya suatu putusan, diantaranya :29 

1. Teori Keseimbangan, yakni terkait seimbangnya pengaturan yang 

diatur dalam Undang-Undang dengan kepentingan pihak-pihak 

yang berhubungan terhadap perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, yakni terkait penggunaan 

pendekatan seni oleh hakim yang ditekankan pada insting dalam 

penjatuhan putusan. 
 

28 Indonesia, Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 
157 Tahun 2009, TLN No. 5076. Pasal 28. 
29 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 102. 
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3. Teori Pendekatan Keilmuan, yakni dapat dikatakan bahwasanya 

ilmu merupakan titik tolak sebagai dasar pertimbangan dan 

pemikiran bagi hakim dalam penjatuhan putusan. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman, dimana pengalaman yang dimiliki 

hakim menjadi suatu kunci dari pengambilan keputusan hakim 

sebagai dasar pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan. 

5. Teori Ratio Decidendi, dimana dijatuhkannya suatu putusan 

terhadap terdakwa pelaku tindak pidana ditemukan berbagai 

pertimbangan hakim dengan didasari berbagai macam segi yang 

memiliki kaitan dengan suatu perkara berikut yang didasari pula 

oleh peraturan yang berkaitan terhadap perkara sebagai dasar 

hukum dari putusan tersebut, dengan mempertimbangkan pula 

tujuan dari dijatuhkannya putusan terhadap pihak berperkara baik 

dari aspek keadilan maupun kebermanfaatan. 

6. Teori Kebijaksanaan, yakni mengenai tanggungjawab dan peran 

dalam memberikan pembimbingan dan pembinaan terhadap 

terdakwa. 

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa ditemukan beberapa 

pertimbangan yang dijadikan patokan bagi seorang hakim untuk  

memutus dan mengadili perkara pidana baik berupa pertimbangan 

yang sifatnya yuridis yang mengacu pada pembuktian unsur suatu 
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tindak pidana serta pertimbangan yang bersifat non yuridis yang 

mengacu kepada kondisi dan latar belakang dari seorang terdakwa.30 

Putusan yang hakim jatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara 

pidana tentunya harus memenuhi nilai keadilan bagi semua pihak yang 

berperkara yang didasarkan pada pengaturan dalam ketentuan undang-

undang dalam hukum positif, yang dijatuhkan dengan 

mempertimbangkan suatu proses dan fakta dalam persidangan melalui 

pertimbangan dari hakim yang dapat pula mengacu pada nalar ilmiah 

terkait perbuatan terdakwa pada suatu perkara pidana yang diperiksa 

serta diadili seorang hakim.31  

Adapun teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis dalam 

skripsi ini, karena pokok bahasan dalam skripsi ini yakni terkait bentuk 

analisa hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan suatu putusan 

yang berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onstlag Van 

Alle Rechtvervolging) bagi pelaku tindak pidana penggelapan 

berdasarkan pada Putusan Nomor 55/Pid.B/PN. Kpg. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian dari 

penelitian yakni berupa langkah-langkah yang sifatnya sistematis guna 
 

30 Lilik Mulyadi,  Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek 
Peradilan, (Bengkulu :  Mandar Maju, 2007), hlm. 193. 

31 Berry Ballen S, Fien M, Roberto R, dan Puguh P, Ratio Decidenci Hakim Dalam 
Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang 
(Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019), Jurnal IKAMAKUM, Vol. 
1 Nomor 2, 2021, hlm. 731. 
http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430  diakses 
pada tanggal 25 Agustus 2023. Pukul 09.10. 

http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430
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memperoleh pengetahuan, dimana umumnya berpatokan pada jenis-jenis 

penelitian.32Adapun metode penelitian dijadikan sebagai panduan terkait 

langkah yang akan dilakukan dalam penelitian diantaranya proses 

pengumpulan dan analisis data, menentukan persoalan yang menjadi 

pembahasan pada penelitian ini, menarik kesimpulan dari penelitian, dan 

sebagainya.33 Pada penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis 

penelitian berupa penelitian hukum normatif, dimana didasarkan pada 

pandangan Peter Mahmud Marzuki dipahami bahwa jenis penelitian 

ini yang berupa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

memiliki maksud guna menemukan pengaturan, asas, serta doktrin 

hukum dimana tujuannya guna memperoleh jawaban terkait 

permasalahan hukum yang tengah diteliti.34 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan yang 

diantaranya :  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

 
32 Suryana, Metodologi Penelitian, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 

hlm. 20. 
33 Nurul Qamar, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), (Makassar : CV. 

Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm 2. 
34 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 

hlm. 35. 



 

 

21 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian imi 

yakni pendekatan perundangan-undangan dengan metode 

melakukan telaah terhadap suatu ketentuan undang-undang yang 

berkaitan dengan persoalan hukum yang diteliti, 35 dimana dalam 

penerapannya masih dianggap memiliki suatu kekurangan bahkan 

penyimpangan hukum. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pada penelitian ini digunakan suatu pendekatan yang 

diantaranya adalah pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-

kasus yang memiliki kaitan terhadap pokok persoalan yang 

menjadi objek penelitian dan diputus pengadilan dalam putusan 

yang berkekuatan hukum tetap.36 Dalam pendekatan kasus bahan 

yang digunakan diantaranya putusan pengadilan yang memiliki 

kaitan dengan penelitian, yakni penelitian ini menggunakan 

Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN.Kpg terkait penggelapan 

material bangunan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum dengan 

data sekunder yakni berupa bahan hukum primer, sekunder maupun 

tersier. 

 

 
35 Ibid., hlm. 134 
36 Ibid., hlm. 135 
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a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan salah satu dari beberapa 

sumber hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dimana 

bahan hukum ini merupakan bahan hukum utama dengan sifat 

autoritatif atau memiliki otoritas, diantaranya undang-undang, risalah 

maupun suatu putusan hakim. 37  Pada penelitian ini digunakan 

beberapa bahan hukum primer, yakni : 

1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);38 

2. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab – Kitab 

Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor No.1660);39 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258);40 

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

 
37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014),  hlm. 12. 
38 Indonesia, Undang - Undang Dasar 1945. 
39 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 1 

Tahun 1946, LN No.127 Tahun 1958, TLN No.1660. 
40 Indonesia, Undang - Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 
Tahun 1981, TLN No. 3209. 
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Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5076);41 

5. Putusan Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Kpg. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum salah satunya berupa bahan hukum sekunder yang dalam hal ini 

akan menjelaskan ataupun menyampaikan maksud dari bahan hukum 

primer yakni berupa buku, tulisan artikel, jurnal, makalah ilmiah dan 

lain sebagainya yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan yang 

sedang diteliti.42 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan salah satu bahan hukum yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini yang digunakan guna dapat 

memberikan petunjuk maupun uraian terhadap bahan hukum primer 

maupun sekunder yang dapat berupa kamus besar bahasa Indonesia, 

kamus hukum dan ensiklopedia.43 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan 

bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, maupun sekunder 

serta bahan hukum tersier yakni melalui studi kepustakaan, dimana 

 
41 Indonesia, Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 
157 Tahun 2009, TLN No. 5076. 
42 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta : Deepublisi Lublisher, 2021) hlm. 

141. 
43 Ibid., hlm. 142. 
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penelitian ini memuat uraian yang sifatnya deskriptif dengan 

bersumber pada bahan hukum tersebut serta literatur lainnya berupa 

buku, jurnal maupun makalah yang memiliki kaitan dengan pokok 

bahasan yang diangkat44 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih untuk 

menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam menganalisis 

bahan hukum dengan memperoleh data deskriptif yang kemudian akan 

disimpulkan melalui penyajian data yang telah dianalisis sehingga 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.45 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode induktif adalah metode yang digunakan penulis dalam 

penulisan skripsi ini sebagai teknis dari penarikan kesimpulan melalui 

suatu tahapan berpikir yang didasari pada suatu hal yang bersifat 

khusus dengan menarik kesimpulan yang khusus. Adapun penarikan 

kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah akhir dari 

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55/Pid.B/2021/PN. Kpg.   

 

 

 

 
44 Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit Majul, 2008) 

hlm. 35. 
45 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 97. 
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